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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia memiliki pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan 

melalui perpajakan dan penerimaan yang melalui bukan pajak. Penerimaan 

perpajakan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat melalui 

dengan kepabeanan dan cukai, perolehan perpajakan, dan hibah atau sumbangan. 

Bersumber dari data APBN tahun 2018, penghasilan yang diterima dari sektor 

perpajakan mencapai Rp 1.618 triliun. Jumlah tersebut diperoleh dari bagian 

Kepabeanan dan Cukai senilai Rp 194,1 triliun, dari bagian perpajakan PPh Migas 

senilai Rp 38,1 triliun, dan dari bagian perpajakan Non Migas senilai Rp 1.385,9 

triliun. Penghasilan negara berikutnya dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) mencapai Rp 275,4 triliun. Penghasilan negara yang terakhir dari sektor 

hibah sebesar Rp 1,2 triliun. Peranan pajak dalam APBN merupakan hal yang tidak 

dapat dipisahkan, dengan penerimaan pajak yang dikumpulkan tersebut sudah 

memiliki kontribusi yang besar dalam APBN mencapai persentase diatas 80% dari 

total APBN. (www.kemenkeu.go.id) 

 Menurut data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk 

jumlah UMKM terus mengalami peningkatan, jika dilihat menurut skala usaha, 

maka UMKM pada tahun 2012 berjumlah sebanyak 526.397. Pada tahun 2017 

terjadi peningkatan secara signifikan dengan jumlah UMKM yang mencapai 

942.388. Selain data yang bersumber pada BPS, yang memiliki data jumlah UMKM 

di Indonesia adalah bersumber pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah. Dapat dilihat jika dengan indikator unit usahanya, jumlah UMKM yang 

ada pada tahun 2017 mencapai 62.922.617 (www.depkop.go.id). Penerimaan pajak 

yang didapatkan negara sebagian besar bersumber dari Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM), menurut BPS pada tahun 2018 UMKM menyumbang sebesar 
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60% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dan sukses menyerap 97% dari total 

tenaga kerja. 

 Pada akhir tahun 2019 mulai muncul di berbagai negara di dunia, sehinnga 

pada bulan Maret 2020 virus yang diberikan nama Coronavirus Disease 2019 atau 

disingkat menjadi Covid-19 masuk ke Indonesia. Setelah adanya konfirmasi kasus 

positif yang pertama di Indonesia pemerintah dengan cepat meliburkan semua 

kegiatan belajar mengajar dan kemudian kegiatan lainnya selama dua minggu. 

Tetapi, melihat kondisi konfirmasi kasus positif harian yang kian hari semakin 

meningkat dan penularan semakin banyak, jadi pemerintah menghimbau seluruh 

kegiatan yang dapat dilakukan dari rumah harus dilakukan dari rumah saja seperti 

Study From Home (SFH) dan Work From Home (WFH). Untuk mengurangi 

konfirmasi kasus positif harian pemerintah membuat kebijakan yang bernama 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Transisi, PSBB Mikro, hingga 

saat ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 

Pembatasan kegiatan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah guna menekan 

penularan dan jumlah konfirmasi kasus positif harian yang semakin hari semakin 

tinggi. Dibuatnya pembatasan kegiatan masyarakat ini juga berfungsi untuk tetap 

berjalannya kegiatan ekonomi dan juga tidak banyak terjadinya kerumunan pada 

saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini. 

 Sektor perekonomian pada saat terjadinya pandemi Covid-19 ini sangat 

terpukul, terlebih diberbagai negara lainnya yang mengalami peningkatan 

konfirmasi kasus positif hariannya sangat tinggi melakukan lockdown agar dapat 

mengendalikan konfirmasi kasus positifnya. Sehingga perusahaan produsen 

menutup semua bentuk kegiatan produksinya yang berimbas ke semua negara, 

terlebih di Indonesia melakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang memaksa 

sebagian perusahaan mempekerjakan pekerjanya sebagaian yang membuat sektor 

perekonomian khususnya pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

mengalami penurunan omzet yang didapatkannya, sehingga banyak sekali UMKM 

yang menutup usahanya dikarenakan mengalami kerugian yang sangat banyak dan 

tidak dapat bertahan lebih lama dan UMKM tidak dapat menjadikannya sebagai 
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penyangga atau penompang ekonomi Indonesia secara nasional. Kondisi ini 

membuat kinerja perekonomian Indonesia mengalami gangguan dan tumbuh 

negatif 2,9% pada kuartal IV menurut Menteri Keuangan. (www.kemenkeu.go.id) 

 Oleh karena itu pemerintah tidak tinggal diam melihat penurunan ekonomi 

yang terjadi di Indonesia, terlebih pada kegiatan usaha UMKM yang pada saat 

terjadinya krisis pada tahun 1998 dan tahun 2008 dapat menyangga ekonomi 

Indonesia pada saat itu. Pemerintah membuat insentif pajak untuk wajib pajak yang 

terdampak pandemi Covid-19 melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

membuat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang mulai 

berlaku pada tanggal 27 April 2020 dan disahkan didalam BAB III untuk 

melakukan perluasan atau penambahan   tentang insentif PPh Final berdasarkan PP 

Nomor 23 Tahun 2018 yang pada peraturan sebelumnya yaitu PMK Nomor 

23/PMK.03/2020 insentif PPh Final tersebut tidak dimasukan. Kemudian peraturan 

tersebut dicabut dan digantikan dengan peraturan yang baru, yaitu PMK Nomor 

86/PMK.03/2020 yang mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020 yang berisikan 

tentang penyampaian laporan realisasi bagi wajib pajak yang belum memiliki surat 

keterangan tersebut, maka dapat diperlakukan sebagai pengajuan surat keterangan 

itu untuk mendapatkan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah dan 

berikutnya dibolehkan untuk diterbitkan surat keterangan selama persyaratan untuk 

mendapatkan surat keteragan. Setelah masa berlaku peraturan tersebut habis 

masanya, dicabut lah peraturan itu dan digantikan dengan peraturan PMK Nomor 

110/PMK.03/2020 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020 yang 

berisikan tentang pelaku UMKM tidak perlu untuk mengajukan surat keterangan, 

tetapi cukup menyampaikan laporan realisasinya saja tiap bulannya dan 

pelaporannya tidak boleh melebihi tanggal 20 pada bulan berikutnya dan 

berlakunya sampai dengan bulan Desember 2020. Kemudian peraturan tersebut 

dicabut dan digantikan menjadi peraturan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yang 

berisikan tentang wajib pajak yang berdasarkan pada Peraturan Pemerinntah Nomor 

23 Tahun 2018 yang tidak melaporkan laporan realisasinya secara tepat waktu maka 

wajib pajak tersebut tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Final yang ditanggung 

pemerintah. (www.pajak.go.id) 
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 Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan membahas tentang penerapan 

perpajakan UMKM dalam insentif yang telah diberikan oleh pemerintah yang 

sesuai dengan peraturan menteri keuangan dan berdasarkan peraturan pemerintah. 

Oleh karena itu, penulis dalam hal penulisan Laporan Tugas Akhir ini mengambil 

judul “Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas UMKM Ditanggung 

Pemerintah (DTP) Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 09/PMK.03/2021“. 

1.2 Permasalahan 

1.2.1 Pokok Permasalahan 

 Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perhitungan pajak terutang untuk UMKM yang mendapatkan 

insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ? 

2. Bagaimana cara penyetoran pajak terutang untuk UMKM yang 

mendapatkan insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah sesuai dengan 

peraturan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 ? 

3. Bagaimana cara pelaporan pajak terutang untuk UMKM yang mendapatkan 

insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah sesuai dengan peraturan 

PMK Nomor 9/PMK.03/2021 ? 

1.2.2 Pembahasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas diatas, maka pembahasan 

masalah dalam Laporan Tugas Akhir ini akan dijelaskan tentang perhitungan pajak 

terutang UMKM yang mendapatkan insentif PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 

Tahun 2018, penyetoran pajak terutang UMKM yang mendapatkan insentif PPh 

Final sesuai peraturan PMK Nomor 9/PMK.03/2021, dan pelaporan pajak terutang 

UMKM yang mendapatkan insentif PPh Final sesuai peraturan PMK Nomor 

9/PMK.03/2021. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan Laporan 

Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui cara perhitungan pajak terutang UMKM yang mendapatkan 

insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah berdasarkan PP Nomor 23 

Tahun 2018. 

2. Mengetahui cara penyetoran pajak terutang UMKM yang mendapatkan 

insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah sesuai dengan peraturan 

PMK Nomor 9/PMK.03/2021. 

3. Mengetahui cara pelaporan pajak terutang UMKM yang mendapatkan 

insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah sesuai dengan peraturan 

PMK Nomor 9/PMK.03/2021. 

1.3.2 Manfaat Penulisan 

 Adapun manfaatyang diperoleh dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan 

khususnya dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan 

untuk insentif PPh Final yang ditanggunng pemerintah atas UMKM 

serta melatih penulis agar mendapatkan kemampuan memecahkan 

masalah secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada. 

2. Bagi KKP Sanny Aria dan Rekan 

Sebagai sarana dalam mendapatkan dan menciptakan ide-ide baru dan 

tanggapan untuk membantu sistem kerja yang ada di KKP Sanny Aria 

dan Rekan khususnya dalam insentif PPh Final atas UMKM yang 

ditanggung pemerintah. 
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3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA 

Manfaat dari Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai bahan tambahan 

referensi bagi akademik dan dikhususkan bagi mahasiswa lainnya yang 

sedang mencari informasi yang terkait mengenai Penerapan PPh Final 

atas UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 

1.4 Metode Penullisan 

 Untuk mempermudahkan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, 

penulis melakukan metode pengamatan dan penelitian dari berbagai teori dan 

tnjauan dari berbagai sumber. Berikut adalah beberapa metode dan pengamatan 

yang penulis lakukan, antara lain : 

1. Studi Lapangan 

Studi lapangan yang penulis lakukan dengan cara praktik langsung ke 

KKP Sanny Aria dan Rekan, melakukan beberapa pengamatan dan 

wawancara kepada salah satu senior di KKP Sanny Aria dan Rekan 

untuk memberikan informasi serta data data yang akan dijadikan bahan 

Laporan Tugas Akhir. 

2. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mencari bahan yang akan 

digunakan sebagai referensi penyusunan Laporan Tugas Akhir yang 

relevan dan teraktual dari berbagai sumber buku dan media untuk 

memenuhi kajian teoritis yang diteliti oleh penulis. 

3. Praktik Kerja 

Suatu upaya dalam akademik untuk mendapatkan data-data dan 

pengetahuan secara langsung dalam penulisan Laporan Tugas Akhir 

dengan cara mengikuti seluruh kegiatan yang ada. 
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4. Dokumentasi 

Upaya yang dilakukan untuk penulisan Laporan Tugas Akhir ini dengan 

cara mempelajari data-data yang diberikan oleh salah satu senior di KKP 

Sanny Aria dan Rekan yang bersumber pada kantor secara digital 

melalui aplikasi atau website yang telah tersedia. 
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